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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA
DI INDONESIA

RELAWAN ABDI INSANI

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tiri merupakan
bentuk penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan dalam lingkup keluarga.
Perbuatan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait dasar dan bentuk
pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan
bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tiri sebagai pelaku
kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan
sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konstruksi hukum
pertanggungjawaban pidana serta unsur-unsur tindak pidana yang relevan.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa orang tua tiri dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana apabila terpenuhi unsur tindak pidana, meliputi adanya perbuatan melawan
hukum berupa persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, unsur kesalahan
berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pengaturan
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang
lebih khusus dan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum
dalam KUHP, sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang menempatkan
perlindungan anak sebagai prioritas. Kedudukan orang tua tiri dalam struktur
keluarga yang memiliki relasi dominasi dan tanggung jawab pengasuhan
memperkuat  dasar pembebanan  pertanggungjawaban pidana  karena
mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak, Orang Tua Tiri, Perlindungan

Anak, Pertanggungjawaban Pidana.
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ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF STEPPARENTS AS PERPETRATORS OF
PEDOPHILIA IN INDONESIA

RELAWAN ABDI INSANI

Sexual violence against children perpetrated by a step-parent constitutes an abuse
of power and trust within the family structure. Such conduct not only violates
criminal law norms but also breaches the moral and legal obligations inherent in
parental caregiving roles. This study examines the legal framework and the form
of criminal liability imposed on step-parents as perpetrators of sexual violence
against children under the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana and Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. This research
employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches.
Primary legal materials, including statutory regulations, and secondary legal
materials, such as scholarly literature and legal doctrines, are analyzed
qualitatively to examine the construction of criminal liability, the constituent
elements of the relevant offenses, and the legal basis for sentencing enhancement
in cases involving child victims. The findings indicate that a step-parent may be
held criminally liable if the elements of the offense are fulfilled, namely: the
existence of an unlawful act in the form of sexual intercourse or indecent acts
against a child, the presence of intent as the form of culpability, and the absence
of justifying or excusing grounds. The Child Protection Law provides more
specific regulations and heavier criminal sanctions compared to the general
provisions of the Criminal Code, reflecting a criminal policy that prioritizes the
best interests of the child. The legal position of a step-parent within the family,
characterized by authority and caregiving responsibility, reinforces the basis for
criminal liability, as the offense embodies an abuse of trust and dominance over
the child as a victim.

Keywords: Sexual Violence Against Children, Step-Parent, Child Protection,
Criminal Liability.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan seksual
merupakan mandat konstitusional sekaligus kewajiban negara yang ditegaskan
dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum positif
Indonesia, pengaturan yang secara eksplisit melarang perbuatan persetubuhan dan
perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D melarang
setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sedangkan Pasal 76E
melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedua norma tersebut merupakan
ketentuan larangan yang menjadi dasar pembentukan delik dalam sistem
perlindungan anak. Konsekuensi yuridis atas pelanggaran ketentuan tersebut
diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang memuat ancaman pidana secara tegas dan
berat. Pasal 81 mengatur sanksi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak
dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda,
sedangkan Pasal 82 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan cabul terhadap
anak dengan rentang pidana yang serupa. Formulasi ancaman pidana minimum

khusus menunjukkan adanya kebijakan legislasi yang bersifat represif sekaligus



preventif, dengan tujuan memberikan efek jera serta perlindungan maksimal bagi
anak sebagai korban.!

undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan pemberatan pidana
apabila pelaku memiliki hubungan tertentu dengan korban. Pemberatan berlaku
apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga
kependidikan, atau pihak lain yang memiliki hubungan kekuasaan atau
kepercayaan terhadap anak. Dalam konstruksi hukum pidana, pemberatan ini
didasarkan pada adanya penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of authority) dan
pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan yang secara moral maupun hukum
melekat pada pelaku.?

Ketentuan pemberatan ini menegaskan bahwa pelaku yang memiliki
tanggung jawab perlindungan justru diposisikan sebagai subjek yang patut
dipertanggungjawabkan secara lebih berat apabila melakukan pelanggaran.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perlindungan anak tidak
hanya menekankan aspek larangan dan ancaman pidana, tetapi juga membangun
konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif. Unsur kesalahan
(schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta adanya perbuatan melawan
hukum tetap menjadi parameter utama dalam menentukan pemidanaan, namun

dengan karakteristik khusus yang memperhatikan posisi anak sebagai subjek yang

'Rika Saraswati, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak dari Tindak
Kekerasan Seksual,” Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1 (2016), hlm. 47-58,
https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0073

2 Marlina, “Konsep Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana terhadap Anak,”
Jurnal IImu Hukum De Jure, Vol. 18 No. 2 (2018), hlm. 210-223,
https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.210-223 .



rentan.> Dengan demikian, norma dalam Pasal 76D dan 76E tidak dapat
dilepaskan dari mekanisme pemidanaan dalam Pasal 81 dan 82 serta ketentuan
pemberatan pidana yang menyertainya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini
difokuskan pada analisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
tindak kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini tidak hanya mengkaji
rumusan delik dan ancaman pidananya, tetapi juga menelaah bagaimana
pertanggungjawaban pidana dibangun ketika pelaku adalah orang tua atau wali
yang secara hukum justru memiliki kewajiban melindungi anak. Fokus ini penting
untuk memastikan bahwa penerapan hukum berjalan konsisten dengan prinsip
perlindungan anak dan asas pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum
nasional.

Kasus pencabulan terhadap anak yang marak terjadi belakangan ini
membuka mata banyak pihak betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan
asusila. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan
seksual pedofilia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani paedo (anak) dan philia
(cinta), yang dalam praktiknya diwujudkan dalam tindakan pelecehan atau
kekerasan seksual terhadap anak.* Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pedofilia
adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya

dengan anak daripada dengan orang seumurannya. Menurut Diagnostik dan

3 Nandang Sambas, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Perlindungan Anak,”
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24 No. 3 (2017), hlm. 385-402,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5 .

“Ratna Azis Prasetyo, “Pedophilia (Ditinjau dari Aspek Pelaku, Kriminalitas dan
Perlindungan Anak),” Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol. 15, No. 1 (2019), tersedia
di: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/12814 (diakses 9 Oktober 2025).



Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM),’ pedofilia adalah parafilia dimana
seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual
dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah
satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.
Perilaku tersebut tidak hanya melanggar norma hukum dan moral, tetapi juga
menimbulkan dampak serius bagi korban, terutama trauma psikologis yang sulit
dipulihkan dalam waktu singkat. Kondisi ini menjadikan pedofilia sebagai
kejahatan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi hukum maupun
upaya perlindungan anak secara menyeluruh.®

Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit diarahkan untuk
menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76D dan
Pasal 76E serta ancaman pidananya dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kajian ini tidak berhenti pada
identifikasi unsur delik semata, tetapi menelaah bagaimana sistem
pertanggungjawaban pidana dibangun melalui unsur perbuatan melawan hukum,
kesalahan (dolus atau culpa), kemampuan bertanggung jawab, serta relevansi asas
lex specialis dalam rezim perlindungan anak.” Penelitian ini juga memberikan
perhatian khusus terhadap ketentuan pemberatan pidana apabila pelaku adalah

orang tua, wali, pengasuh, atau pihak yang memiliki hubungan kekuasaan

SMuhammad Safar, Yasmirah Mandasari Saragih, Sumarno, Teguh Hidayat Siregar, Sri
Utami “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap
Anak”, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4 No. 3 (2024).

Syaiful Amri, ‘Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services
and Protection’, A/-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, 5.1 (2024), 8.

7M. Arief Setiawan, “Asas Lex Specialis dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal
RechtsVinding, Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 235-252,
https://doi.org/10.3333 1/rechtsvinding.v7i2. XXX



terhadap anak. Dalam perspektif hukum pidana, pemberatan tersebut
mencerminkan adanya pelanggaran kewajiban hukum yang bersifat khusus
(special legal duty) dan penyalahgunaan relasi kuasa yang memperberat kualitas
kesalahan pelaku.®

Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam undang-
undang ini tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga memperlihatkan
orientasi perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang
rentan.’ Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif untuk mengkaji konsistensi antara norma larangan (Pasal 76D dan 76E),
norma sanksi (Pasal 81 dan 82), serta rasionalitas pemberatan pidana dalam
kerangka perlindungan hukum anak. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh
mana bangunan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan
Anak mampu menjawab kebutuhan perlindungan yang komprehensif dan
memberikan legitimasi pemidanaan yang proporsional terhadap pelaku.'”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk
mengangkat judul skripsi yaitu “ Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana

Bagi Orang Tua Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”

8 Harkristuti Harkrisnowo, “Perlindungan Anak dan Reformulasi Kebijakan Hukum
Pidana,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45 No. 4 (2015), him. 463-480,
https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.nod. XXX

° Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Kebijakan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
pada Anak,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16 No. 1 (2016), him. 90-101,
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1. XXX

10 Nur Rochaeti, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban,”
Jurnal ~ Masalah-Masalah  Hukum, Vol. 47 No. 3 (2018), him. 245-258,
https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018. XXX .



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,serta untuk

memperjelas fokus penelitian ini, penulis merumuskan pokok pokok

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia dalam UU
No.35 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua tiri sebagai pelaku
tindak pidana pedofilia berdasarkan UU tersebut?
C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Objek

Anak dalam penelitian ini adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun,
atau belum dalam kategori dewasa menurut UU di Indonesia. Objek yang
dikaji adalah pertanggungjawaban pidana pemberatan sanksi pelaku
pedofilia perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang serta
keterkaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

anak.

2. Ruang Lingkup Materi

Secara materiil, penelitian ini dibatasi pada pengaturan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak. Analisis difokuskan pada ketentuan larangan
dalam Pasal 76D dan Pasal 76E serta ketentuan sanksi dalam Pasal 81 dan

Pasal 82, termasuk norma pemberatan pidana apabila pelaku memiliki



hubungan orang tua, wali, atau relasi kuasa terhadap anak.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini,yaitu :
a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai
tindak pidana pedofilia yang dilakukan oleh orang tua tiri terhadap anak.
b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua tiri
sebagai pelaku tindak pidana pedofilia menurut Undang-Undang.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum
khususnya fdalam bidang hukum pidana dan hukum keluarga, terkait
penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PKDRT dan
menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang
membahas tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
b. Manfaat Praktis
Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa,
dan hakim) dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap
orang tua tiri yang melakukan kekerasan seksual. Dan menjadi bahan
informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan
hukum terhadap korban kekerasan seksual orang tua tiri (ayah) dalam

rumah tangga.



E. Kerangka Konseptual

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana

dalam doktrin hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur
perbuatan pidana dan unsur kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana hanya
karena perbuatannya memenuhi rumusan delik, tetapi harus pula dibuktikan
adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf
maupun pembenar.''Dalam konteks tindak kekerasan seksual terhadap anak,
teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana unsur kesengajaan (dolus)
dibuktikan dalam delik persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak.
Unsur kesalahan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik korban sebagai
anak yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, konstruksi
pertanggungjawaban pidana dalam UU Perlindungan Anak menunjukkan
pendekatan yang lebih protektif dibandingkan pengaturan umum dalam
KUHP."? Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana dalam
penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai apakah
penerapan Pasal 81 dan 82 telah selaras dengan prinsip keadilan dan

proporsionalitas pemidanaan.

2. Asas Kesalahan
Asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan)

merupakan fondasi sistem pemidanaan modern. Asas ini menegaskan bahwa

' Muhammad Ainul Syamsu, “Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam
Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2 (2020), him. 215-232,
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.

12 Yenti Garnasih, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak
dalam Perspektif Perlindungan Korban,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3 (2020),
hlm. 567-585, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.n03.



pemidanaan harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada pelaku.'*Dalam penelitian ini,
asas kesalahan dianalisis tidak hanya secara formal, tetapi juga secara
substantif. Apabila pelaku adalah orang tua atau wali, maka kualitas
kesalahannya tidak hanya terletak pada kesengajaan melakukan perbuatan
seksual terhadap anak, melainkan juga pada pelanggaran kewajiban hukum
untuk melindungi anak. Dengan demikian, relasi keluarga memperkuat
dimensi kesalahan karena terdapat kewajiban normatif yang secara sadar
diabaikan oleh pelaku.'* Pendekatan ini penting untuk menjelaskan mengapa
pemberatan pidana dalam UU Perlindungan Anak memiliki legitimasi teoretis

dalam sistem pertanggungjawaban pidana.

3. Konsep Pemberatan Pidana Pemberatan pidana

dalam hukum pidana dapat didasarkan pada keadaan tertentu yang
meningkatkan derajat kesalahan atau dampak perbuatan. Dalam UU
Perlindungan Anak, pemberatan berlaku apabila pelaku adalah orang tua, wali,
pengasuh, pendidik, atau pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap anak.
Secara konseptual, pemberatan ini merupakan refleksi dari meningkatnya
kualitas kesalahan akibat adanya penyalahgunaan kepercayaan.!> Dalam

kerangka analitis, pemberatan pidana tidak hanya dipahami sebagai

13 Mahrus Ali, “Asas Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Modern,”

Jurnal TUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 1 (2020), hlm. 1-16,
https://doi.org/10.29303/ius.v8il.

4 Harkristuti Harkrisnowo, “Relasi Kuasa dan Perlindungan Anak dalam Perspektif

Kebijakan Hukum Pidana,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50 No. 4 (2021), hlm. 377-389,
https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.

15 Lilik Mulyadi, “Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap

Anak,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 2 (2021), hlm. 159-172,
https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.
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penambahan lamanya pidana, tetapi sebagai konsekuensi logis dari
pelanggaran kewajiban hukum khusus (special legal duty). Penelitian ini akan
menilai apakah pemberatan tersebut selaras dengan teori pertanggungjawaban

pidana dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.

4. Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Keluarga

Relasi keluarga secara normatif berfungsi sebagai ruang perlindungan
anak. Namun dalam praktik, ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan
anak dapat menciptakan kondisi dominasi yang rentan disalahgunakan.
Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of
authority) memperkuat konstruksi kesalahan karena pelaku tidak hanya
melanggar norma pidana, tetapi juga mengkhianati kepercayaan dan
kewajiban perlindungan yang melekat padanya.'® Kondisi ini memperberat
dimensi moral dan yuridis dari perbuatannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan penyalahgunaan relasi
kuasa sebagai variabel analitis utama dalam menjelaskan rasionalitas

pemberatan pidana dalam Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil-hasil penelitian
sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Setelah menelaah berbagai literatur dan

penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah kajian yang

16 Nandang Sambas, “Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan
Seksual Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.
22 No. 1 (2022), hlm. 45-60, https://doi.org/10.3064 1/dejure.2022.V22.45-60 .
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relevan dengan tema pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual
oleh orang tua dalam lingkup rumah tangga. Walaupun memiliki kesamaan dalam
tema besar, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian
terdahulu, khususnya karena fokus utama penelitian ini terletak pada figur ayah
tiri sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Skripsi Simamora'’membahas kekerasan seksual dalam keluarga yang
dilakukan ayah tiri terhadap anak di bawah umur melalui studi Putusan PN
Paringin No. 48/Pid.B/2019/PN.Prn. Hasilnya menunjukkan bahwa status pelaku
sebagai ayabh tiri dijadikan sebagai faktor pemberatan pidana, dan penerapan Pasal
46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat dipergunakan bersamaan
dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.'® Penelitian lain oleh Arianto.
menelaah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual
terhadap anak tiri dan menemukan bahwa hakim cenderung mengombinasikan
UU PKDRT dengan Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak, sehingga
ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat.

Skripsi  Tahyat'® melalui analisis Putusan PN Bandung No.
592/Pid.Sus/2022 menyoroti sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak tiri.
Ia membandingkan hukum positif dan hukum pidana Islam, dan menyimpulkan
bahwa posisi ayah dalam rumah tangga memperkuat dasar pertanggungjawaban

pidana sekaligus menegaskan urgensi pemberatan sanksi. Sementara itu, Syam?°

17, Simamora, Kekerasan Seksual dalam Keluarga yang Dilakukan Ayah Tiri terhadap
Anak di Bawah Umur, Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.

M. Tahyat, Sanksi Pemerkosaan Ayah terhadap Anak Tiri: Analisis Putusan PN
Bandung No. 592/Pid.Sus/2022, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
M.H. Syam, Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi
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menelaah pemidanaan pelaku pemerkosaan oleh ayah tiri melalui studi kasus di
PN Br dan menemukan bahwa proses pembuktian yang kuat, seperti visum dan
kesaksian korban, sangat menentukan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Skripsi Nasution?! mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual
oleh ayah tiri di Kepolisian Medan Labuhan menegaskan adanya kendala dalam
proses penegakan hukum, mulai dari minimnya pendampingan psikologis hingga
kurangnya sensitivitas aparat terhadap korban anak. Penelitian serupa juga
dilakukan di beberapa daerah lain yang menunjukkan bahwa perlindungan korban
sering terkendala implementasi, khususnya dalam pemberian layanan terpadu
yang mencakup bantuan medis, psikologis, maupun advokasi hukum.??

Dari  berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban pidana terhadap ayah atau ayah tiri dalam kasus kekerasan
seksual di lingkup rumah tangga telah dikaji dari berbagai perspektif, baik
normatif maupun empiris. Namun, sebagian besar penelitian masih terbatas pada
analisis yuridis-normatif terhadap satu atau dua putusan, serta belum banyak yang
berfokus pada konteks lokal tertentu seperti Palembang atau Sumatera Selatan.
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru
dalam memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ayah tiri
pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dan diterapkan berdasarkan

UU No. 23 Tahun 2004, sekaligus menawarkan perspektif yuridis yang lebih

Kasus No. 08/Pid.Sus/2016/Pn Br), IAIN, 2023.

2IAE. Nasution, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan
Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan), Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021

Z2pasaribu rotua apritia,Penelitian skripsi di Universitas Andalas dan Universitas Medan
Area terkait perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah.
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komprehensif dan kontekstual.
G. Metode Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan
hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan analisis yuridis mengenai
pertanggungjawaban pidana orang tua tiri sebagai pelaku tindak pidana pedofilia
di Indonesia. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan studi
kepustakaan atau studi dokumen, karena menggunakan sumber hukum berupa
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau akad, teori
hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian ini juga kerap disebut sebagai
penelitian hukum doktrinal 23
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang
berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta
putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual
dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif (legal research) dengan menelaah bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh gambaran mengenai
bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam

lingkup rumah tangga diatur serta diterapkan.

BMuhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
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2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta
putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual dalam rumah
tangga.Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku-buku
teks tentang hukum pidana dan hukum keluarga, jurnal-jurnal hukum,
artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual dalam
rumah tangga, termasuk pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan.
Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun
sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder.
a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder:

1) Putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.
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2) Jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu
mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual
terhadap anak.

3) Pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier:
Kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber lain yang
memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data
Mengumpulkan dan menganalisis sumber data yaitu peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal, artikel, serta putusan

pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis normatif kualitatif. Analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan
dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35
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Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini bertujuan untuk
memahami bagaimana aturan hukum mengatur mengenai tindak pidana
kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan bentuk
pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap ayah tiri sebagai

pelaku.

H. Sistematika Penulisan
Rencana penyusunan skripsi ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab

Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bagian ini
memberikan gambaran awal mengenai alasan dilakukannya
penelitian dan arah pembahasan yang akan dilakukan.

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pidana pemberatan sanksi bagi orang tua tiri
sebagai pelaku tindak pidana pedofilia, pertanggungjawaban pidana,
serta landasan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam bab ini juga dibahas review penelitian terdahulu yang



BAB III

BAB 1V
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relevan sebagai pijakan untuk menunjukkan posisi penelitian ini

dibandingkan penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis mengenai pertanggungjawaban pidana
terhadap orang tua tiri (ayah) yang melakukan tindak pidana
kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Analisis dilakukan
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum,
dan putusan pengadilan terkait, serta menilai penerapannya dalam
praktik. Selain itu, dibahas pula kendala dan tantangan yang
dihadapi dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku, serta implikasi hukum terhadap perlindungan korban.

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan
serta saran-saran yang diajukan penulis terkait penerapan
pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tiri yang

melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
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